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I. UMUM

Bahwa pengenaan sanksi administrasi berupa denda terhadap
pelanggaran administrasi di bidang kepabeanan dalam rangka menegakan
Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 telah diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan
Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan. Tujuan
pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan
adalah untuk memberikan efek jera dan pembinaan bagi para pelaku
usaha yang melakukan pelanggaran. Namun, pada praktiknya tujuan
pemberian efek jera sebagaimana terkandung pada Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa
Denda di Bidang Kepabeanan dirasa terlalu berlebihan. Tidak hanya efek
jera yang di dapat, tetapi justru berdampak juga pada matinya
perusahaan yang dikenakan sanksi. Sejalan dengan matinya perusahaan
tersebut, menimbulkan dampak lainnya seperti iklim dunia usaha menjadi
tidak baik, terjadi pemutusan hubungan kerja, hutang perusahaan yang

tidak terselesaikan, dan sebagainya.
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